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5Ringkasan Eksekutif
Sekolah swasta mencakup 35% dari keseluruhan sekolah di Indonesia, dan di sejumlah daerah 
jumlahnya melebihi sekolah negeri. Koja, sebuah wilayah miskin di Jakarta Utara, adalah salah 
satu daerah tersebut – terdapat 86 sekolah swasta dan 77 sekolah negeri di sana. 51 dari 86 
sekolah swasta di Koja adalah sekolah swasta berbiaya rendah, yang menerima anak-anak dari 
keluarga prasejahtera. Sayangnya, di Indonesia, sektor ini belum mendapatkan perhatian yang 
layak dari masyarakat. Meskipun sekolah swasta merupakan bagian dari kontribusi masyarakat 
bagi pendidikan nasional di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
Pendidikan Nasional, diskursus nasional akan pendidikan berfokus hampir seluruhnya pada 
sekolah negeri. Sudah waktunya masyarakat mengakui peran penting pendidikan swasta dalam 
melayani rumah tangga prasejahtera.
Antara akhir tahun 1960an hingga tahun 1980an, sekolah swasta berbiaya rendah menjamur di 
Koja – 28 sekolah baru didirikan, dan kebijakan serta inisiatif pemerintah daerah mendukung 
pertumbuhannya. Peran serta masyarakat didorong untuk melayani warga di daerah-daerah 
yang tidak memiliki sekolah negeri. Sebaliknya, sepanjang tahun 1990an hingga 2000an, 
jumlah sekolah swasta berbiaya rendah yang didirikan pada periode tersebut di Koja menurun 
sebagai hasil dari peraturan baru dalam sistem pendidikan nasional. Tahun-tahun belakangan 
ini, pemerintah meresmikan dua peraturan yang menentukan persyaratan minimum untuk 
sarana dan prasarana sekolah (Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2007 dan Nomor 40 Tahun 2008). Persyaratan untuk minimal luas lahan dan ukuran bangunan 
menghambat baik pendirian sekolah swasta berbiaya rendah yang baru maupun perluasan 
sekolah yang sudah ada, karena keterbatasan lahan yang tersedia di daerah perkotaan yang 
padat seperti Koja. Persyaratan ini harus dikaji ulang untuk menciptakan lingkungan yang lebih 
kondusif dalam membantu sekolah-sekolah swasta ini dalam melayani warga miskin.
Berlawanan dengan asumsi banyak orang, kualitas pendidikan sekolah swasta berbiaya rendah 
sebanding dengan sekolah-sekolah lain di area tersebut. Sekolah-sekolah swasta berbiaya 
rendah di Koja telah terakreditasi A dan B oleh Badan Akreditasi Nasional. Kualitas sekolah juga 
ditunjukkan lewat banyaknya prestasi dari kegiatan ekstrakurikuler di tahun-tahun belakangan 
ini. Dengan kata lain, para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah ini 
karena anggapan akan kualitasnya. Sayangnya, para orang tua murid belum terdorong untuk 
berperan serta dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, sehingga mereka tidak terlibat 
sejauh yang mereka sebenarnya mampu. Orang tua murid harus didukung untuk berperan serta 
dalam proses pengambilan keputusan sekolah dengan cara-cara yang lebih luas daripada yang 
telah diatur dalam peraturan tentang komite sekolah (Peraturan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016).
6Jumlah Sekolah Swasta di Indonesia
Pendidikan swasta memainkan peran signifikan dalam pembangunan Indonesia. Dalam sejarah, 
banyak gerakan revolusioner yang berujung pada kemerdekaan Indonesia dimulai dari sekolah-
sekolah swasta, seperti Perguruan Tamansiswa dan Muhammadiyah (Tilaar, 2003). Seiring 
waktu dan meningkatnya kehadiran pemerintah, sekolah negeri mulai memainkan peran yang 
lebih besar. 
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan terdapat lebih banyak sekolah negeri daripada sekolah swasta di Indonesia (lihat 
Tabel 1). Di tingkat sekolah dasar (SD), terdapat lebih dari 10% sekolah swasta di Indonesia. Di 
tingkat menengah pertama, 40,18% sekolah menengah pertama (SMP) di Indonesia merupakan 
sekolah swasta. Hal ini tidak mengherankan, karena pemerintah Indonesia memberikan 
penekanan pada pendidikan dasar, yang mewajibkan anak-anak berusia 7-15 tahun mengikuti 
wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini baru-baru ini diperpanjang menjadi wajib belajar 12 tahun 
(Setiawan, 2016). 
Di tingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah luar 
biasa (SLB), jumlah sekolah swasta jauh melebihi sekolah negeri. Angka ini paling terlihat di 
tingkat SMK, di mana 74,36 persen SMK merupakan sekolah swasta, namun terdapat jauh lebih 
sedikit madrasah negeri1, kurang dari 8 persen dari jumlah total madrasah yang ada di Indonesia.
Meskipun terdapat lebih sedikit sekolah swasta di Indonesia dibandingkan sekolah negeri, 
pendidikan swasta terus berkembang. Dalam penelitian sebelumnya (Rahman, 2016), Center 
for Indonesian Policy Studies menemukan adanya 14.398 SD swasta, 13.132 SMP swasta, dan 
14.958 SMA dan SMK swasta pada tahun 2014. Jumlah sekolah yang ditemukan dalam penelitian 
ini lebih besar dibandingkan penelitian sebelumnya.
1 Madrasah adalah sekolah agama Islam yang memiliki komponen pendidikan agama yang lebih besar dalam kurikulumnya, 
namun di luar itu, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsahawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) menyediakan pendidikan 
umum yang masing-masing setara dengan tingkat SD, SMP, dan SMA. Karena madrasah mengikuti Kurikulum Nasional, berse-
kolah di madrasah memungkinkan para siswa untuk melakukan transisi ke sekolah umum di tingkat pendidikan selanjutnya, dan 
sebaliknya.
Proporsi sekolah swasta bervariasi di seluruh 
Indonesia, dan di Kecamatan Koja, Jakarta 
Utara, terdapat lebih banyak sekolah swasta 
dibandingkan sekolah negeri.
7Tabel 1
Jumlah Sekolah di Indonesia
Jenjang Pendidikan 
Status
Jumlah Sekolah Persentase Sekolah SwastaNegeri Swasta
SD 132.882 15.807 148.689 10,63%
SMP 22.702 15.249 37.951 40,18%
SMA 6.503 6.661 13.164 50,60%
SMK 3.407 9.880 13.287 74,36%
SLB 188 377 565 66,73%
Subtotal 165.682 47.974 213.656  
Persentase 77,55% 22,45% 100%  
MI 1.686 22.874 24.560 93,14%
MTs 1.437 15.497 16.934 91,51%
MA 763 7.080 7.843 90,27%
Subtotal 3.886 45.451 49.337  
Persentase 7,88% 92,12% 100%  
Total 169.568 93.425 262.993 35,52%
Sumber: 
1. Kemdikbud (2017) dan Kemenag (2016) 
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan sekolah agama Islam setara SD.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan sekolah agama Islam setara SMP.
4. Madrasah Aliyah (MA) merupakan sekolah agama Islam setara SMA.
Proporsi sekolah swasta bervariasi di seluruh Indonesia, dan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, 
terdapat lebih banyak sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri. Dengan populasi 305.749 
jiwa, Koja merupakan kecamatan dengan populasi terbanyak keempat di Jakarta Utara. Data 
terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Utara (2016) menunjukkan bahwa Koja memiliki 
tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jakarta Utara, dengan 24.950 penduduk per kilometer, 
menggambarkan bahwa sebagian besar kecamatan ini merupakan pemukiman padat penduduk.
Pada tahun 2015, terdapat 12.646 Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk program bantuan 
beras bersubsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Raskin) di Koja. Koja merupakan 
kecamatan termiskin kedua di Jakarta Utara setelah Cilincing, yang memiliki 18,029 RTS 
(BeritaJakarta.id, 2015). 
Menurut BPS Jakarta Utara, 70 persen populasi Koja merupakan usia produktif (15-64 tahun), 
dan terdapat 72,034 penduduk usia sekolah2 (5-19 tahun) (BPS Jakarta Utara, 2016).
Saat ini terdapat 163 sekolah yang beroperasi di Koja. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menunjukkan bahwa 143 di antaranya merupakan sekolah umum (Kemdikbud, 2016), termasuk 
SD, SMP, SMA, dan SMK. Terdapat pula 20 sekolah yang terdaftar di Kementerian Agama sebagai 
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) (Kemenag, 2016). 
Tabel 2 menunjukkan jumlah sekolah swasta di Koja berdasarkan jenjang pendidikan.
2 Jumlah penduduk usia sekolah berdasarkan proyeksi tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam laporan oleh BPS Jakarta 
Utara.
8Tabel 2
Jumlah Sekolah di Kecamatan Koja




































Subtotal Sekolah Swasta 86 53%
Subtotal Sekolah Negeri 77 47%
 Total 163 100%
Sumber: Disusun dari Kemendikbud (2016) dan Kemenag (2016).
Pada tingkat nasional, sekolah negeri di Koja mendominasi di tingkat pendidikan dasar, 
sedangkan sekolah swasta mendominasi di tingkat pendidikan menengah pertama dan atas, 
dan terdapat lebih banyak madrasah swasta dibandingkan madrasah negeri.
Dalam penelitian tahun 2016, Center for Indonesian Policy Studies menunjukkan bahwa meskipun 
terdapat lebih sedikit SD swasta daripada SD negeri, tingkat pertumbuhan SD swasta antara 
tahun 2009-2014 lebih tinggi dibandingkan SD negeri, yaitu sebesar 13,03 persen (SD swasta) 
dan 1,81 persen (SD negeri) (Rahman, 2016). Hasilnya, sekolah swasta menjadi semakin penting 
baik dalam menyediakan akses pendidikan untuk anak Indonesia maupun sebagai sumber mata 
pencaharian bagi mereka yang bekerja di sektor pendidikan.
9Sekolah Swasta Berbiaya Rendah:
Melayani Keluarga Berpenghasilan Rendah di Koja
Data sekolah yang tersedia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian 
Agama tidak mengklasifikasikan sekolah swasta berdasarkan biaya atau keterjangkauan, 
namun penelitian kami menemukan adanya 51 sekolah swasta berbiaya rendah di Koja. Sebuah 
sekolah swasta dianggap berbiaya rendah apabila uang sekolah bulanannya sama dengan atau 
lebih rendah dari Rp300.000 (23 dolar Amerika Serikat [AS]).3 Angka ini kurang dari 10% dari 
upah minimum regional bulanan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp3.355.750. Tabel 3 
mengkombinasikan sekolah umum dan madrasah untuk menunjukkan jumlah sekolah swasta 
berbiaya rendah di setiap jenjang pendidikan.
Tabel 3
Jumlah Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Koja






Sekolah swasta berbiaya rendah mencakup 59% dari sekolah swasta di Kecamatan Koja dan 31% 
keseluruhan sekolah di Koja.
Jumlah sekolah swasta berbiaya rendah di setiap kelurahan di Kecamatan Koja ditampilkan 
dalam Tabel 4.
Tabel 4
Jumlah Sekolah Swasta Berbiaya Rendah per Kelurahan







Kelurahan Lagoa memiliki sekolah swasta berbiaya rendah terbanyak di Koja. Menariknya, 
kelurahan ini juga merupakan wilayah dengan paling sedikit sekolah negeri dibandingkan 
dengan kelurahan-kelurahan lainnya. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(2016), hanya terdapat sembilan sekolah negeri di Lagoa (tujuh SD dan dua SMP). 
Kami membagi sekolah-sekolah ini ke dalam tiga kategori berbeda: Pada Kategori 1, sekolah 
3 Kami menentukan apakah suatu sekolah swasta berbiaya rendah dengan menggunakan rasio uang sekolah bulanan dengan 
perkiraan pendapatan bulanan kepala keluarga. Lihat Lampiran 1 untuk catatan tentang metodologi.
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mengenakan biaya Rp0 (gratis) hingga Rp100.000 per bulan; pada Kategori 2, sekolah 
mengenakan biaya Rp100.001 hingga Rp200.000 per bulan; dan pada Kategori 2, sekolah 
mengenakan biaya Rp200.001 hingga Rp300.000 per bulan. Jumlah sekolah di setiap kategori 
ditampilkan di Tabel 5.  
Tabel 5






Uang sekolah bulanan yang mereka kenakan menempatkan sebagian besar sekolah swasta 
berbiaya rendah di Koja dalam Kategori 2. Mayoritas sekolah swasta berbiaya rendah di Koja 
masih menerima subsidi pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan/atau Kartu 
Jakarta Pintar (KJP). Dari 51 sekolah yang disurvei, 29 sekolah melaporkan bahwa mereka 
menerima subsidi berupa BOS, 16 sekolah menerima baik BOS maupun KJP, dan tiga sekolah 
tidak menerima subsidi apa pun dari pemerintah, sedangkan tiga sekolah lainnya tidak merespon 
bagian survei ini. Dua sekolah yang tidak menerima subsidi belum terdaftar atau terakreditasi 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat survei dilakukan.
Di kota Bihar di India, terdapat tiga jenis sekolah berdasarkan pembiayaan dan jenis manajemen, 
yaitu sekolah negeri, sekolah swasta bersubsidi, dan sekolah swasta nonsubsidi (Rangaraju, Tooley 
& Dixon, 2012). Sekolah negeri merupakan sekolah yang pendanaan dan pembiayaannya menjadi 
tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, sekolah swasta bersubsidi merupakan sekolah 
swasta yang menerima sebagian bantuan dana pemerintah namun masih memertahankan 
kepemilikan dan pengelolaan sekolah secara swasta. Sekolah swasta nonsubsidi, di lain pihak, 
adalah sekolah swasta yang tidak menerima subsidi apa pun dari pemerintah.
Di Indonesia, sekalipun banyak sekolah swasta menerima pendanaan dari pemerintah, tidak 
ada kategori serupa atas sekolah swasta. Sekolah swasta memertahankan kepemilikan dan 
manajemen sekolah terlepas dari apakah menerima pendanaan dari pemerintah ataupun tidak.
Sekolah swasta berbiaya rendah mencakup 59% dari sekolah 
swasta di Kecamatan Koja dan 31% keseluruhan sekolah di Koja.
Sekolah swasta berbiaya rendah juga bisa dikategorisasikan berdasarkan biaya pendaftaran 
awal yang mereka kenakan di awal tahun ajaran. Biaya ini umumnya digunakan untuk 
menanggung biaya operasional terkait perawatan atau rehabilitasi bangunan, seragam, buku 
pelajaran, dan aktivitas ekstrakurikuler seperti karyawisata sekolah, namun juga digunakan 
untuk menanggung investasi baru, seperti tambahan sarana dan prasarana sekolah. Penelitian ini 
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mengategorisasikan sekolah swasta berbiaya rendah berdasarkan besaran biaya pendaftaran, 
sebagai berikut: 
•	 Kategori 0: Sekolah yang tidak mengenakan biaya pendaftaran (2 sekolah); 
•	 Kategori I: Sekolah yang mengenakan biaya pendaftaran Rp1 hingga Rp500.000 (17 sekolah); 
•	 Kategori II: Sekolah yang mengenakan biaya pendaftaran Rp500.001 hingga Rp1.000.000 
(12 sekolah); 
•	 Kategori III: Sekolah yang mengenakan biaya pendaftaran di atas Rp1.000.000 (12 sekolah). 
Delapan sekolah tidak merespon bagian survei ini dan ditandai sebagai N/A pada Gambar 1. 
Gambar 1











24 sekolah swasta berbiaya rendah di Koja (47 persen) mengenakan biaya pendaftaran di atas 
Rp500.000. Di sekolah-sekolah ini, meskipun uang sekolah bulanannya rendah, orang tua murid 
perlu mengeluarkan uang lebih banyak di awal tahun ajaran.
Kepala sekolah melaporkan bahwa bahkan ketika biaya pendaftaran relatif rendah, banyak orang 
tua murid yang tidak bisa melunasinya. Manajemen sekolah biasanya terbuka untuk negosiasi 
terkait ketentuan pembayaran biaya pendaftaran (wawancara pribadi, Mei 2017). SMK Al Irsyad 
Al Islamiyah di Kelurahan Koja dan SMP Nurul Fikri di Kelurahan Tugu Selatan merupakan dua 
sekolah yang memerbolehkan orang tua murid untuk membayar biaya registrasi dengan mencicil.
Proporsi sekolah swasta bervariasi di seluruh Indonesia, 
dan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdapat lebih banyak 
sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri.
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Lokasi Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Koja
Penelitian ini memetakan lokasi sekolah-sekolah menggunakan sistem pemosisi global (GPS). 
Peta ini (Gambar 2) memungkinkan kita melihat lokasi sekolah swasta berbiaya rendah di Koja 
dengan tepat. Lokasi sejumlah sekolah negeri di area yang sama juga ditandai, memungkinkan 
kita melihat kedekatan jarak antara sekolah swasta berbiaya rendah dan sekolah negeri.
Pengumpulan data lapangan menunjukkan bahwa sekolah swasta berbiaya rendah di Koja 
sebagian besar berlokasi di area pemukiman. Kelurahan dengan sekolah swasta berbiaya 
rendah terbanyak adalah Lagoa. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, jumlah sekolah negeri 
yang paling sedikit terdapat di Lagoa, kelurahan dengan populasi terbanyak kedua di Koja. 
 Gambar 2
Peta Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Koja4
4 Versi daring dari peta ini tersedia di situs CIPS Indonesia: http://cips-indonesia.org/en/low-cost-private-schools-map/
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Diskursus Nasional tentang Pendidikan
Sistem pendidikan nasional diciptakan untuk kepentingan seluruh warga negara. Hak atas 
pendidikan dasar dan kewajiban warga negara Indonesia untuk menempuh pendidikan ini 
dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal yang sama 
juga menyatakan kewajiban pemerintah untuk mendanai pendidikan dasar. Hasilnya, pemerintah 
mengalokasikan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan.
Sekolah swasta merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sistem pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-
Undang ini juga mewajibkan masyarakat untuk menyediakan sumber daya untuk mendukung 
penyelenggaraan pendidikan.
Terlepas dari hal ini, sekolah swasta seringkali tersisih dari diskursus nasional tentang 
pendidikan. Alih-alih membahas masalah-masalah yang dihadapi baik oleh sektor sekolah 
negeri maupun swasta, kebijakan pemerintah di Indonesia tampak dirancang untuk memihak 
sekolah negeri.
Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil mengharuskan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk bekerja secara eksklusif di 
institusi pemerintah. Pelaksanaan kebijakan ini berarti bahwa para guru dengan status PNS 
yang ditempatkan untuk mendampingi sekolah swasta harus ditarik dari posisi tersebut (CNN 
Indonesia, 2017). Walaupun, dalam pernyataan lanjutan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
menyatakan bahwa PNS tidak akan ditarik dari sekolah swasta (Republika.co.id, 2017), sejumlah 
daerah masih menjalankan aturan tersebut dan mencopot guru-guru tersebut, seperti di 
Pekanbaru, Riau  (Riaupos.co, 2017). Hal ini menimbulkan ketegangan bagi sekolah swasta 
(terutama sekolah swasta berbiaya rendah), yang mengandalkan bantuan pengajaran dari 
guru-guru PNS. Ini bukan pertama kalinya kebijakan seperti ini diterapkan: pada tahun 2005, 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil menghakibatkan penarikan guru-guru honorer dari sekolah-sekolah 
swasta (Tempo.co, 2010). 
Baru-baru ini, pemerintah menyelenggarakan sistem kuota dan zonasi untuk penerimaan 
siswa baru di sekolah negeri. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 
Tahun 2017 menetapkan bahwa 90 persen dari total siswa baru di sekolah negeri (kecuali SMK) 
harus tinggal dalam jarak tertentu dari sekolah. Hal ini harus dibuktikan dengan Kartu Keluarga 
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sekurang-kurangnya enam bulan sebelum masa 
penerimaan siswa baru. Peraturan ini juga menerapkan berapa persentase penerimaan yang 
diperbolehkan untuk murid baru yang tinggal di luar zona yang telah ditentukan.
Sekolah swasta seringkali tersisih dari 
diskursus nasional tentang pendidikan.
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Sebagai hasil dari Peraturan Nomor 17 Tahun 2017, banyak calon siswa yang tidak diterima di 
sekolah negeri di area tempat tinggal mereka. Konsekuensi tidak langsung terhadap kebijakan ini 
dialami oleh sekolah-sekolah swasta, sebagaimana dilaporkan dari Tangerang, Banten (Indopos.
co.id, 2017). Wali Kota Tangerang meminta 96 SMP swasta untuk mengakomodir para siswa 
yang tidak diterima di SMP negeri. Untuk itu, Wali Kota menjanjikan uang sekolah gratis bagi 
para siswa yang diterima di SMP swasta. Hal ini berarti bahwa sekolah swasta tidak akan dapat 
mengenakan uang sekolah sebagaimana biasanya. Pengumuman ini merupakan keputusan 
prematur karena pada saat hal tersebut dilaksanakan belum ada persetujuan antara Wali Kota, 
Dinas Pendidikan Kota Tangerang, dan sekolah swasta yang bersangkutan, tentang bagaimana 
usulan ini akan dijalankan.
Pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang menelantarkan sekolah swasta dalam kebijakan 
dan kegiatannya. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dijalankan oleh kelompok-
kelompok seperti lembaga nonpemerintah dan badan pembangunan internasional juga tampak 
dirancang untuk berfokus pada pendidikan negeri (lihat Kemdikbud, 2013; ACDP Indonesia, 2014; 
World Bank, 2015). Meskipun demikian, hasil penelitian mereka cenderung menggeneralisasi ke 
seluruh sektor pendidikan di Indonesia. 
Ini hanyalah beberapa contoh yang menggambarkan bahwa diskursus nasional tentang 
pendidikan di Indonesia terlalu menekankan pada sekolah negeri dan perlu mengikutsertakan 
sekolah swasta dalam diskursus dan pertimbangan pengambilan keputusan.
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Kebijakan yang Mempengaruhi Pertumbuhan 
Sekolah Swasta Berbiaya Rendah
Survei kami juga melihat pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah. Dekade-dekade di mana 
mereka didirikan membantu menggambarkan pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah di 
Koja. Gambar 3 mengilustrasikan berapa banyak sekolah yang didirikan dalam setiap dekade. 
Gambar 3
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Periode antara tahun 1960an hingga 1980an mencatat jumlah tertinggi 
didirikannya sekolah swasta berbiaya rendah di Koja. Pertumbuhan di sektor 
ini menurun pada tahun 1990an, dan semakin rendah pada tahun 2000an. 
Jakarta melalui transisi signifikan pada akhir tahun 1960an hingga tahun 
1980an. Pada 31 Agustus 1964, Jakarta diresmikan sebagai ibu kota Republik 
Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, dan menjadi Daerah 
Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Raya (Jakarta.go.id, 2008). Peresmian ini disusul 
dengan penunjukan Ali Sadikin sebagai gubernur baru pada tahun 1966. 
Sebagai gubernur, Ali Sadikin berjuang meningkatkan pembangunan daerah 
dengan melaksanakan lima kebijakan strategis, salah satunya melibatkan 
mobilisasi kontribusi masyarakat (Jakarta.go.id, 2014). Pada pemerintahan 
ini dan selanjutnya antara akhir dekade 1960an hingga 1980an, DKI Jakarta 
berkembang pesat tidak hanya dalam hal populasi dan luas lahan, tetapi juga 
dalam hal penyediaan layanan publik, sarana, dan prasarana. Baik transisi 
untuk menjadi daerah ibukota dan kebijakan di bawah pemerintahan Ali 
Sadikin dapat membantu menjelaskan lebih tingginya jumlah sekolah swasta 
berbiaya rendah yang didirikan pada periode itu. 
Menurunnya jumlah sekolah swasta berbiaya rendah yang didirikan pada tahun 1990an dan 
2000an boleh jadi disebabkan oleh sejumlah peraturan pemerintah yang disahkan pada awal 
tahun 1990an, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, 
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. 
Jumlah tertinggi 
didirikannya sekolah 
swasta berbiaya rendah 
di Koja terjadi di antara 
tahun 1960-an hingga 
1980-an. Namun, 
pertumbuhan ini mulai 
melambat di tahun 
1990-an, dan bahkan 
lebih rendah lagi di 
tahun 2000-an.
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Pada tahun 1994, pemerintahan Presiden Soeharto meluncurkan program wajib belajar sembilan 
tahun, yang memerkuat sistem sekolah negeri dan menurunkan prevalensi sekolah swasta lebih 
jauh (Tempo.co, 2010). Peraturan ini kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengatur seluruh 
jenjang pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi) dalam ruang 
lingkup formal, nonformal, dan informal. 
Pemerintah juga mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan, yang mengatur delapan komponen Standar Nasional, meliputi (1) 
Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Pendidikan dan 
Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar 
Pembiayaan Pendidikan; dan (8) Standar Penilaian Pendidikan – yang kesemuanya dinilai dalam 
proses akreditasi.
Terdapat pula peraturan turunan untuk masing-masing area ini, termasuk Peraturan 
Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yang mengatur sarana dan prasarana 
Sekolah Dasar dan Menengah (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA), dan Peraturan Kementerian 
Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008, yang mengatur sarana dan prasarana SMK/MA 
Kejuruan. Peraturan-peraturan ini menghambat pendirian sekolah-sekolah swasta berbiaya 
rendah baru, khususnya di wilayah perkotaan yang lahannya terbatas, dengan menentukan area 
minimal lahan dan bangunan yang dibutuhkan untuk mendirikan setiap jenjang sekolah. Akibat 
keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, peraturan ini sulit dipenuhi oleh orang-orang yang ingin 
mendirikan sekolah swasta berbiaya rendah baru di wilayah perkotaan yang sudah dibangun, 
menyusul pengesahan peraturan ini. Hal ini juga dapat membantu menjelaskan menurunnya 
jumlah sekolah swasta berbiaya rendah baru yang didirikan di Koja pada tahun 2000an.
Terdapat sebuah ayat dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2007 yang memungkinkan pengecualian persyaratan minimum dalam kasus sekolah yang 
melayani area pemukiman terpencil dengan populasi kurang dari seribu orang yang tidak 
dapat mengakses daerah lainnya dengan berjalan kaki sejauh tiga kilometer dengan aman. 
Pengecualian ini memungkinkan didirikannya sekolah swasta berbiaya rendah di daerah-daerah 
lain di Indonesia, khususnya di area pedesaan, namun hal ini menjadi pertanyaan yang perlu 
investigasi lebih lanjut.
Akibat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, 
peraturan ini sulit dipenuhi oleh orang-orang yang ingin 
mendirikan sekolah swasta berbiaya rendah baru.
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Kualitas Sekolah
Kekhawatiran umum terhadap sekolah swasta berbiaya rendah adalah rendahnya kualitas akibat 
biaya yang rendah. Dalam penelitian ini, kami menilai kualitas sekolah-sekolah ini menggunakan 
tingkat akreditasi sekolah, prestasi atau penghargaan ekstrakurikuler sekolah, dan persepsi 
orang tua murid.
Akreditasi Sekolah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 
akreditasi sekolah adalah bagian dari jaminan kualitas sekolah. Proses akreditasi dilakukan 
oleh lembaga independen Badan Akreditasi Nasional menggunakan kriteria akreditasi yang 
ditentukan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 (untuk SD/
MI); Nomor 12 Tahun 2009 (untuk SMP/MTs), dan Nomor 13 Tahun 2009 (untuk SMK/MAK) dan 
Nomor 004/H/AK/2017 (untuk SMA dan MA). Nilai akreditasi sekolah berlaku selama lima tahun, 
dan setelahnya sekolah harus melalui proses akreditasi ulang.
 
Dalam proses akreditasi, sekolah dinilai berdasarkan delapan komponen Standar Nasional. 
Berdasarkan panduan akreditasi, sekolah atau madrasah dianggap terakreditasi apabila:
•	 Memperoleh nilai setidaknya 56 dari 100 sebagai Nilai Akhir Akreditasi ;
•	 Memiliki tidak lebih dari dua nilai di bawah 56 dalam Komponen Akreditasi manapun;
•	 Tidak memiliki nilai di bawah 40 dari 100 dalam Komponen Akreditasi manapun.
Panduan yang sama juga mengatur penilaian akreditasi sebagai berikut:
•	 Nilai A/Amat Baik: bila sekolah mendapatkan Nilai Akhir Akreditasi antara 86 hingga 100
•	 Nilai B/Baik: bila sekolah mendapatkan Nilai Akhir Akreditasi antara 71 hingga 85
•	 Nilai C/Cukup: bila sekolah mendapatkan Nilai Akhir Akreditasi antara 56 hingga 70
Sebagian besar sekolah swasta berbiaya rendah di Koja telah melalui proses akreditasi dan 
nilai mereka dirangkum pada Tabel 6. Status terakreditasi penting bagi sekolah swasta 
berbiaya rendah, karena hal ini dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mengajukan permohonan 
mendapatkan subsidi pemerintah. 
Tabel 4
Nilai Akreditasi Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Koja





Mayoritas sekolah swasta berbiaya rendah di Koja terakreditasi B, dan sebagian bahkan telah 




Karena sekolah swasta berbiaya rendah tidak hanya bersaing dengan sekolah negeri terdekat 
namun juga dengan sekolah swasta lainnya di daerah tersebut, banyak sekolah swasta berbiaya 
rendah yang mendorong partisipasi para siswa mereka dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler 
untuk membantu meningkatkan daya saing sekolah. Sebagian aktivitas ini mencakup keikutsertaan 
dalam perlombaan musik atau kesenian dan dalam perlombaan akademik. Sebagian sekolah yang 
disurvei melaporkan prestasi mereka dalam sejumlah kompetisi, yang mengindikasikan bahwa 
mereka tak hanya mengejar prestasi akademik siswa namun juga dalam hal ekstrakurikuler.
Tabel 5
Prestasi Sekolah Swasta Berbiaya Rendah
Nama Sekolah Prestasi
SD Bina Pusaka Peringkat 6 dalam Try-Out Ujian Nasional Tingkat Kecamatan; Mengikuti 
sejumlah perlombaan music/paduan suara 
SD Yapis Peringkat 3 dalam Perlombaan Cerdas Cermat Antarsekolah
SD Uswatun Hasanah Pagi Peringkat 1 dalam Perlombaan Qasidah (paduan suara Islami) Tingkat Kelurahan 
MTs Al Khairiyah Peringkat 3 dalam Perlombaan Marching Band tingkat Kota Tahun 2017
MTs Persis Peringkat 2 dalam Lomba Matematika Pelajar oleh Universitas Islam Negeri 
Jakarta 
SMP Yusha Peringkat 1 dalam Lomba Pramuka di Jakarta Utara
SMK Al Khairiyah 2 Penghargaan Indeks Integritas Ujian Nasional Tinggi Tahun 2015
SMK Lagoa YPUL High National Examination Integrity Index Award in 2015
MA Persis Juara 2 Kompetisi Kompetensi Ilmiah Madrasah (mata pelajaran Geografi) 
Prestasi sekolah swasta berbiaya rendah pada Tabel 5 menyediakan lebih banyak bukti bahwa 
sekolah swasta berbiaya rendah dapat menyediakan pengalaman berkualitas bagi para siswa 
meski berbiaya rendah. Wawancara kami dengan para kepala sekolah juga mengungkapkan 
bahwa penghargaan nonakademis dan prestasi di kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian 
dari strategi sekolah untuk menjaga kualitas dan daya saing. Dalam kasus di mana nilai rata-
rata ujian nasional sekolah rendah, mereka menyeimbangkannya lewat prestasi ekstrakurikuler.
Banyak sekolah swasta berbiaya rendah yang 
mendorong partisipasi para siswa mereka dalam 
berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk membantu 
meningkatkan daya saing sekolah.
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Persepsi Orang Tua Murid dan Alasan Menyekolahkan 
Anak di Sekolah Swasta Berbiaya Rendah
Kami mewawancarai 47 orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah swasta berbiaya rendah 
di jenjang pendidikan yang bervariasi, dan menanyakan alasan mengapa mereka menyekolahkan 
anak-anak mereka di sekolah swasta berbiaya rendah ketika mereka memiliki pilihan lain 
(contohnya sekolah negeri). Jawaban mereka dapat diklasifikasikan ke dalam lima alasan 
utama: persepsi terhadap kualitas, jarak dari rumah, persyaratan pendaftaran yang mudah, 
alasan keagamaan, dan biaya. Mungkin mengejutkan bagi banyak orang, faktor biaya merupakan 
alasan yang disebut paling akhir dalam menyekolahkan anak di sekolah swasta berbiaya rendah. 
Alasan-alasan paling umum adalah jarak yang dekat dari rumah ke sekolah dan anggapan akan 
kualitas sekolah yang baik.
Tabel 6
Alasan Menyekolahkan Anak di Sekolah Swasta Berbiaya Rendah
Alasan Frekuensi Disebutkan oleh Responden
Biaya Rendah 
(Biaya pendaftaran, uang sekolah bulanan, dll)
12
Alasan Keagamaan
(Pelajaran agama Islam menjadi bagian dari kurikulum)
15
Persyaratan Pendaftaran yang Mudah 
(Usia minimal, berkas, nilai ujian)
16
Jarak
(Sekolah dekat dari rumah)
17
Anggapan terhadap Kualitas 
(Sekolah lebih penuh perhatian, disiplin, tidak ikut 
tawuran)
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Jarak yang dekat dari rumah ke sekolah berarti orang tua murid tidak perlu mengeluarkan 
dana lebih untuk biaya transportasi. Ditambah lagi, di daerah perkotaan padat penduduk seperti 
Koja, di mana selalu terjadi kemacetan parah di jalan-jalan utama, orang tua juga merasa anak-
anaknya lebih aman pergi ke dan pulang dari sekolah swasta berbiaya rendah di lingkungan 
tempat tinggal mereka.
Orang tua pada dasarnya menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan berkualitas 
baik, dan bersedia membayar untuk kualitas tersebut meskipun mereka berpendapatan 
rendah. Hal ini digambarkan oleh jumlah orang tua yang menyebutkan kualitas sebagai alasan 
menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta berbiaya rendah. 
Orang tua pada dasarnya menginginkan anak-anak 
mereka mendapatkan pendidikan berkualitas baik, 
dan bersedia membayar untuk kualitas tersebut 
meskipun mereka berpendapatan rendah.
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“Kualitas belajar dan mengajar di sekolah ini lebih baik dari sekolah-
sekolah lainnya, kami mencari sekolah berkualitas baik, bukan hanya 
karena gratis …”
(Salah satu orang tua siswa di SD Bina Pusaka)
Tidak seperti di sekolah negeri di mana para guru dan kepala sekolah merupakan PNS yang 
bertanggung jawab pada birokrasi pemerintahan, para guru dan kepala sekolah di sekolah 
swasta berbiaya rendah bertanggung jawab secara langsung pada orang tua murid yang belajar 
di sekolah mereka. Lebih lanjut, mengingat sekolah swasta berbiaya rendah biasanya berada 
di lingkungan pemukiman, para pendirinya biasanya merupakan anggota masyarakat yang 
reputasi pribadinya dipertaruhkan. 
“Anak saya dulu bersekolah di sekolah negeri, tapi murid-muridnya 
sering ikut tawuran dengan sekolah lain. Sekolah anak saya dulu tidak 
bisa mengendalikan murid-muridnya, jadi saya memutuskan untuk 
memindahkan anak saya ke sekolah swasta ini. Sekolah ini lebih disiplin 
dan guru-gurunya lebih rajin.”
(Salah satu orang tua siswa di SMP Nusantara)
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Orang Tua Siswa dan Pengambilan Keputusan Sekolah
Orang tua memiliki kebebasan untuk memilih ke mana mereka akan menyekolahkan anak-anak 
mereka dan mereka membayar biaya pendidikan anak-anak mereka, sehingga mereka perlu 
ikut andil pula dalam sebagian dari cara sekolah anak-anak mereka dijalankan. Sayangnya, para 
orang tua yang kami wawancarai di Koja melaporkan bahwa mereka belum dilibatkan dalam 
pengambilan keputusan di sekolah, termasuk mengenai anggaran dan pengeluaran sekolah. 
Laporan terbaru dari OECD/Bank Pembangunan Asia (ADB) (2015) menunjukkan bahwa hal ini 
telah dianggap lumrah di Indonesia.
Meskipun orang tua tidak dilibatkan dalam manajemen sekolah, laporan OECD/ADB mengamati 
bahwa banyak tua murid menunggui anak-anak mereka di sekolah dalam waktu lama selama 
jam sekolah, hal yang juga tim survei kami saksikan di Koja, khususnya di SD-SD. Salah satu 
orang tua menjelaskan bahwa hal ini memungkinkan mereka untuk bertemu dan berbincang 
dengan orang tua-orang tua lainnya tentang hal-hal seputar sekolah (Wawancara Pribadi, Mei 
2017). Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk terlibat lebih jauh.
Sebagian besar orang tua murid yang kami wawancarai mengungkapkan bahwa satu-
satunya komunikasi langsung mereka dengan pihak sekolah adalah dengan wali kelas 
anak-anak mereka terkait prestasi akademik sang anak. Beberapa mengungkapkan 
keterlibatan dalam sejenis persatuan orang tua murid dan guru (POMG), yang dapat menjadi 
forum yang berpengaruh bagi orang tua murid untuk mengutarakan kekhawatiran dan 
menyediakan masukan terkait prestasi anak-anak mereka maupun manajemen sekolah. 
Dengan kata lain, POMG dapat menjadi suatu cara bagi para orang tua murid untuk menjadi 
lebih terlibat dalam pembuatan keputusan di sekolah.
Dalam sistem pendidikan Indonesia, ‘komite sekolah’ menjadi bagian terpadu dari 
manajemen sekolah. Komite ini beranggotakan perwakilan dari para orang tua murid, 
anggota masyarakat, dan pakar pendidikan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat 
setempat dan meningkatkan akuntabilitas, sebuah reformasi kebijakan yang menyediakan 
dasar hukum bagi komite sekolah dan manajemen berbasis-sekolah diciptakan pada tahun 
2003 (Bank Dunia, 2015). Terlepas dari adanya perubahan kebijakan ini, komite sekolah 
masih menjadi sumber daya yang kurang termanfaatkan, tidak dilibatkan secara aktif 
dalam pengambilan keputusan di sekolah (OEDC/Bank Pembangunan Asia, 2015; Bank 
Dunia, 2015). Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, yang bertujuan meningkatkan peranan komite sekolah. Dalam 
penelitian kami, hanya dua dari 47 responden yang menyatakan keterlibatan dalam komite sekolah, 
dan dua lainnya menyatakan pernah terlibat dalam komite sekolah.
Tingkat pendidikan dan kesadaran orang tua murid terhadap hak mereka untuk ikut andil dalam 
manajemen sekolah dapat memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan 
di sekolah. Karena anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta berbiaya rendah berasal dari 
keluarga prasejahtera, ada kemungkinan bahwa orang tua mereka memiliki tingkat pendidikan 
yang tergolong rendah sehingga memiliki kesadaran yang rendah pula terhadap hak-hak mereka. 
Pendidikan dan dorongan dapat menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi mereka.
Persatuan orang 
tua murid dan 
guru dapat 
menjadi suatu 
cara bagi para 








Simpulannya, sektor sekolah swasta terus tumbuh di Indonesia, dan sekolah swasta berbiaya 
rendah telah terbukti penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga 
prasejahtera. Laporan ini mendeskripsikan keadaan di Koja, sebuah lingkungan perkotaan padat yang 
menjadi kecamatan termiskin kedua di Kota Jakarta Utara. Di Koja saja, kami menemukan 51 sekolah 
swasta berbiaya rendah yang menyediakan seluruh jenjang pendidikan melayani anak-anak dari 
keluarga prasejahtera di kecamatan tersebut. Lebih dari separuh sekolah swasta berbiaya rendah di 
Koja termasuk dalam Kategori 2, yang berarti mereka mengenakan biaya sekolah bulanan sebesar 
antara Rp100.001 hingga Rp200.000. Sebagian besar orang tua menilai bahwa harga tersebut layak, 
mengingat kualitas pendidikan yang anak-anak mereka dapatkan di sekolah tersebut.
Sekolah swasta berbiaya rendah umumnya memiliki kualitas yang sebanding dengan sekolah 
negeri. Sekolah-sekolah yang diteliti di Koja memenuhi standar pendidikan nasional, sebagaimana 
ditunjukkan oleh nilai akreditasi mereka, dan menekankan prestasi ekstrakurikuler, sebagaimana 
ditunjukkan oleh penghargaan dalam berbagai lomba antarsekolah. Prestasi ekstrakurikuler 
berkontribusi pada daya saing sekolah swasta berbiaya rendah tak hanya dengan sekolah negeri 
di sekitarnya, namun juga dengan sesam sekolah swasta, dalam menarik minat orang tua siswa.
Terbukti bahwa sekolah swasta berbiaya rendah harus didorong pertumbuhannya. Banyak sekolah 
yang sudah ada dahulu didirikan oleh orang-orang yang peduli terhadap kurangnya kesempatan 
mengenyam pendidikan bagi anak-anak di lingkungan sekitar mereka. Sayangnya, aturan-
aturan pemerintah saat ini membatasi pendirian sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah yang 
baru. Terdapat sejumlah undang-undang dan banyak peraturan yang mengatur cara mengelola 
pendidikan di Indonesia. Persyaratan minimum luas lahan dan area bangunan sekolah membatasi 
pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah yang baru dan pengembangan sekolah yang sudah 
ada, karena terbatasnya ketersediaan lahan yang ada di daerah pemukiman padat penduduk 
seperti Koja. Persyaratan seperti ini harus dikaji kembali dengan tujuan untuk menciptakan 
lingkungan yang lebih kondusif untuk mengembangkan sektor sekolah swasta dalam melayani 
rumah tangga prasejahtera. Secara keseluruhan, orang tua murid memiliki persepsi yang positif 
terhadap sekolah swasta berbiaya rendah dan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah 
tersebut karena bukan karena biayanya yang rendah sebagai alasan utama, bila dibandingkan 
dengan kedekatan jarak antara rumah dan sekolah dan kualitas sekolah yang dianggap tinggi.
Meskipun demikian, masih terdapat kurangnya keterlibatan orang tua murid dalam proses 
pengambilan keputusan di sekolah di Koja, sebagaimana diindikasikan oleh kurangnya 
keterlibatan mereka dalam komite sekolah. Terdapat forum orang tua dan guru, namun hal 
ini perlu dikembangkan demi memberdayakan orang tua murid untuk menggunakan hak-hak 
mereka untuk ikut andil dalam pendidikan anak-anak mereka. Pemerintah harus bergerak 
lebih jauh daripada aturan-aturan yang dibuatnya untuk memajukan komite sekolah dengan 
menginformasikan dan mendukung para orang tua murid berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan di sekolah. Sudah waktunya bagi masyarakat untuk mengenali 
pentingnya pendidikan swasta dalam melayani rumah tangga prasejahtera. Ada kebutuhan 
mendesak untuk mengikutsertakan sekolah swasta dalam diskursus pendidikan nasional dan 
dalam pertimbangan untuk pengambilan keputusan.  
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Lokasi Penelitian dan Dasar Pemikiran Pemilihan
Koja adalah kecamatan di Kota Jakarta Utara dengan luas daerah 12.25km2 (BPS Jakarta Utara, 
2016). Jakarta Utara sendiri memiliki luas 146.66m2 dan terdiri atas enam kecamatan: Cilincing, 
Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, dan Tanjung Priok. Terdapat enam kelurahan di 
Koja: Koja, Lagoa, Rawabadak Utara, Rawabadak Selatan, Tugu Utara, dan Tugu Selatan. Tanjung 
Priok, yang merupakan kawasan pelabuhan, berbatasan dengan Koja di bagian barat, Cilincing 
berada di sisi timur, Kelapa Gading di selatan, dan Koja yang berada di timur laut Jakarta Utara 
menempatkannya berbatasan dengan Laut Jawa di utara.
Dengan populasi 305.749 jiwa, Koja merupakan kecamatan dengan populasi terbanyak keempat 
di Jakarta. Meskipun demikian, data terbaru dari BPS Jakarta Utara (2016) menunjukkan bahwa 
Koja merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jakarta Utara dengan 24.950 
jiwa/km2, yang berarti sebagian besar kecamatan ini merupakan area pemukiman padat penduduk.
Berdasarkan data tahun 2015 (BeritaJakarta.id, 2015), terdapat 12.646 rumah tangga di Koja 
yang tercatat sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) program bantuan beras untuk orang miskin 
(Raskin). Hal ini berarti bahwa Koja merupakan kecamatan termiskin kedua di Jakarta Utara, 
setelah Cilincing, yang memiliki 18.029 RTS.
Menurut BPS Jakarta Utara, 70 persen penduduk Koja merupakan penduduk usia produktif 
dengan rentang umur 15-64 tahun, sedangkan penduduk usia sekolah (5 sampai 19 tahun) 
mencapai 72,034 orang (BPS Jakarta Utara, 2016).
Seluruh faktor di atas menjadi dasar pemilihan kami atas Koja sebagai lokasi penelitian. 
Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan sekolah swasta berbiaya rendah di 
Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai objek penelitian. Wawancara semi-terstruktur, survey 
sekolah, dan pemetaan sekolah menggunakan teknologi GPS digunakan untuk mengumpulkan data 
kami. Sebagai tambahan dari data primer yang didapatkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan 
data sekunder terkait pendidikan yang tersedia untuk publik dari Badan Pusat Statistik, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan sumber-sumber relevan lainnya.
Dalam bukunya The Beautiful Tree, James Tooley mendefinisikan sekolah swasta sebagai berbiaya 
rendah apabila sekolah tersebut mengenakan biaya sebesar 10% atau kurang dari gaji bulanan orang 
tua murid (Tooley, 2013). Kami menggunakan pendekatan yang sama. Untuk menentukan apakah 
suatu sekolah swasta berbiaya rendah, kami menggunakan rasio uang sekolah bulanan dengan 
perkiraan pendapatan bulanan kepala keluarga. Menggunakan upah minimum regional terbaru 
Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.355.750, kami mendefinisikan suatu sekolah swasta sebagai 
berbiaya rendah apabila sekolah tersebut mengenakan uang sekolah bulanan sebesar Rp300.000 (23 
dolar AS), mewakili 10% upah minimum bulanan, atau kurang. Menggunakan metode ini, maksimal 
uang sekolah bulanan dapat berbeda apabila penelitian sejenis dilakukan di daerah lain di Indonesia. 
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Periode dan Proses Pengumpulan Data
Pengumpulan data di lapangan dilakukan dalam periode dua minggu antara 8-19 Mei 2017. 
Tim beranggotakan 12 pencacah ditugaskan untuk mengumpulkan data dari lapangan. Tiga 
kelurahan disurvei pada pekan pertama (Koja, Rawabadak Utara, dan Rawabadak Selatan), dan 
tiga kelurahan lainnya di pekan kedua (Tugu Utara, Tugu Selatan, dan Lagoa). Tim pencacah dibagi 
dalam tiga kelompok masing-masing beranggotakan empat orang, dengan setiap kelompok 
mensurvei satu kelurahan setiap pekan.
Selama dua pekan, para pencacah ‘menyisir’ jalan demi jalan di kecamatan untuk memeriksa 
kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah di sana. Sebelum pengumpulan data lapangan, 
data sekunder tentang sekolah swasta di Koja didapat dari situs Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, namun data ini tidak membedakan sekolah swasta berbiaya rendah dan sekolah 
swasta reguler. Penyisiran jalan pun dilakukan untuk memeriksa situasi aktual dengan data dari 
situs Kemendikbud.
Ketika lokasi suatu sekolah swasta ditemukan, para pencacah melanjutkan pengumpulan data 
dengan bertanya pada pengelola sekolah apakah sekolah tersebut merupakan sekolah swasta 
berbiaya rendah. Setelah status sekolah swasta berbiaya rendah dikonfirmasi, diajukanlah 
permohonan wawancara dengan kepala atau administrator sekolah, dan dengan orang tua 
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Pemetaan sekolah swasta berbiaya rendah dengan GPS dilakukan di hari yang sama dengan 
pelaksanaan wawancara dengan aplikasi ponsel bernama Latitude Longitude, yang tersedia 
gratis untuk sistem operasi Android dan iOS. Koordinat sekolah swasta berbiaya rendah dan 
sejumlah sekolah negeri yang berlokasi di lingkungan yang sama dicatat, dikompilasi, dan 
kemudian diperiksa ulang keakuratannya dengan Google Street View. 
Tujuan Penelitian
Terdapat sejumlah tujuan penelitian yang memandu penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengidentifikasi keberadaan sekolah swasta berbiaya rendah di Koja;
2. Untuk mempelajari peranan sekolah swasta berbiaya rendah dalam menyediakan akses 
pendidikan bagi anggota masyarakat;
3. Untuk mempelajari tantangan-tantangan yang membatasi pertumbuhan sektor ini, 
dan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang relevan dan berkontribusi untuk 
menanggulangi tantangan-tantangan tersebut;
4. Untuk mencatat posisi sekolah-sekolah ini dan mencantumkannya dalam peta sekolah 
swasta berbiaya rendah 
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